TEI7BARAN DAERAH
YABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

BANJARNEGARA
NOMOR : 8 TAHUN 1986 SERI C No. & 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR : 4 TAEUN 1985
TENTANG

PENGGUMAAY. DA PENGURUSAN GEDUNG PERTENUAN
MILIK DAN ATAU YAWG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH DAERAH

DENCAN RAFAT TUBAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

Menimbang ¢ a. bahwa Gedung Pertemuan milik dan atau yang
dikuasai oleh Pemerintzh Daerah, disamping
dipergunakan oleh masyarakat untuk kepenting
an wmum dapat dipergunakan juga oleh Pemerin
tah untuk kepentingan dinas ; -

be bahwa untuk menjaga kelestarian Gedung Perte
muan tersebut dan Pendapatan Daerah-dipan -
dang perlu mengatur penggunaannya dan pengu—
rusannya serta mengatur besarnya terip sewa ;

c. bahwa berhubung dengan itu agar maksud. terse
ut dnpat tercapal dsngan tertib, perlu dite-
tapkan dengan Peraturan Daerah. -

Mengingalteeese
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. : A= ahv C 4
y . 1. Undang-undang Homor 5 Tahun 1974 bentay,
Mengingat  * = Polkok—pokok pemerintahan di Daerah

5 Undang-undang Nomoxr 13 Tahun 1950 tenty,
O e Daerah-:-daerah KaMpa’c:en daly
1ingfman P‘I‘OpinSl Jawa Tenga.h Juncto PE
raturan Pemerintal Nomor 52 Tjalran 1950
tentang Penetapan Mulal berlakunya Undang E
undang Nomor 13 Talun 13950 ; ’

|

> |

3, Undang-undang Nomor 12/Dr't._’l‘alrmn 1957 |
" tenteng Peraturan Umum Retribusi Daerah, |

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daesrah Kabupaten[
Daerah Tingkat II Banjarnegarae .

MEMUTUSKAN

|

|

Henetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Iy ‘,
BATJATINEGARA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGURUSY!

GEDUNG PERTEMUAN MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAT |

OLEH PEVERINTAE DAERAE, :

BRATHET
KETENTUAN  UMUM
Pasal 1

i

i

|

Didalam Perzturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

2, Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Xabupaten Daerah Ting|
kat IT Banjarnegara,

b, Bupati Kepala Daerah ialzh Bupati Kepala Daerah Tingkat |
IT Banjarnegara.

Cle Gedung.Perteman ialah gedung perterman milik dan atau
yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara, disamping dpergunakan oleh masyarakat untuk

kepentingar wmim dapat dipergunckan jusa oleh Pemerintah
untuk kepentingan dinas.

|
|
\

d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Banjarnegara,

€e DinaSeess
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e. Dinas Pekerjaen Umum jalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Banjarnegarae
f, Inspektorat Wilayah Kabupaten jalah Inspektorat Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegarae

IBRATBEIL
PENGGUIAAN GEDUHG PEPTEITUAN
Pasal 2
Gedung Perteman pada dasarnya dipergunakan oleh ma-
syarakatl untuk kepentingan umume
‘Pasal 3

sud dalem Pasal 2 Peraturan Daerzh

Selain yeng dimak
menggunaken Gedung Pertemuan un

ini, maka Pemerintah dapat
tuk kepentingan dinas. ]
Pasal 4

sebagaimana dimeksud Pa

Penggunaan Cedung Pertemuan
terlebih dahulu ha

sal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerzh ini,
rus mendapat Ijin Bupati I epala Daerah.
BAB III

TARTP SEVA PENGGUNAAN
GEDUNIG PERTEMUAN

Pasal 5

dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan

Untuk penggunaan
n sewa Gedung Pertemuen yang besarnya

Daerah ini dikenaka
diatur sebagai berikut 3
(1) Bedung Permda g

Besarnya uang sewa P
penggunaannya diatux de

enggunaan Gedung Pemuda menurut
ngan tarip sehagai berikut :
a. Untuk Olah Rega Bulu Tangkis "3
Siang Rpe 250,- ( dua ratus limapuluh rupiah ) tiap
lapangan / Jjam.
fialam Rpe 250,- ( dwa ratus lima puluh rupiah ) tiap

lapangen / Jjame

he Olah Ragtoee
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in Bulu Tar

elal iy . i
;00 = ( dua belag ribu lima ratys upg,

se
12

lam R 2.500,— ( dua belas ribu lima ratug m
[‘alam RPe o/

per malome
Untuk kepentingen pertemuan, Iapa-xapat,; reseps i
®* Giang Rps 25.000,~ ( dua puluh lima ribu rupiah I
ML ~5 - L]
lfalan Bps 25.000,= ( dua puluh likia ribu rupiah ) .
malame
> = . 3, 7ri - .I.9 1T o ;
d. Untux kegiatan-kegiatan gl \can peringaton narl.i.s
sar Keagamaan :
a 1 ribu lima 32 ] Al
Sieng Rp. 12,500, ( dua belas ribu lima ratus rupiy
per hari.
Malem Bp. 12.500,- ( duz belas ribu lima ratus Tupiay
ver maleani,

=

1 ] o =} - 5
e. Untuk latihan-latihan ( kesenian dan olzh raga ) \
12

Siang Rpe.

«500,~ ( dua belas ribu lima ratus rupi, )
rer hari, '

Halaz Rp. 12.500,~ ( dua belas ribu lima ratus Tupiah|

—-
©w

s

r
f, Untuk rapat-rapat dinas : !

ng Rp. 12.500,~ ( dua belas riba lima rat

[
per hari,

e

lMalam Rp. 12.500,- ( dua belas ribu lima retus rupisl)
per malam,

e ep epuy

ge Untuk kepentingan yang bersifat komersial : ‘

Siang Rp. 40,000,- ( empat puluh ribu rupiah )/hari, |

Melem Bp, 40.000,~ ( empat puluh ribu rupiah )/malan, |

(2) Gedung Vanita

fﬁ;c—rwa uang sewa penggunaan Gedung Wanita sebagai beri-

» Untulz kepentingan pez
glatan-kegiatan sosi
gemaan

rteman, ra apat-rapat, rc_,ep..,l, ke-
al dan Peringatan Ilari Besar Kea =

Si&ng-oﬂ”




Siang Rpe 15.0C00,- ( lima belas ribu rupiab )/ haxi.

@

Malam Rpe 15.000,- ( lima belas ribu rupich )/malam,
Siang dn mzlam Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu ru
pizh ) per hari,

b. Untwk kepentingan yang bersifat komersial :

Siang Bp. 25.000,~ ( dua puluh lima ribu rupiah ) per

hari.
Malam Rp. 25.000,~ ( dua pulvh lima ribu rupish ) per
malame

Pasal 6

Tarip sewa sbboﬂuinax ter Sbbut dalam Pasal-S Peratur

S i o e & oy o e B Y Ny T TG TAN
FEIIGURISAN GEDURG PERTENUAN
Pagal 7t

Untuk pelierjaan mengurus gedung pertemuan, termasuk
nengatur pnh:“u.”ﬁﬁ“y@, meneliharar utu, merawat, melakukan
perbaikan dimana perlu, dluc*”h; n kewajiban dan tangsung -
jawabnya kepada Kepalaz Dinas Pekerjaan Umume

Pasal 8

Untuk melalukan ketentuan Fasal 7 Peraturan Da
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan seijin Bupati Hepala Dae
rah, dapat menugaskan satu atau beberapa orang pegawainya

secara khusus.
Paszal 9

Fegawai tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, ber -
tangeung Jgnﬂb agor gedung pertemuan selalu dalam keadaan
bersih, rapi dan texrtib, baik dalam keadaan digunzkan atav-~
pun  tidak dtsunekan serta menjamin kelancaran ppma"ulan

uang sewa gedung pertemuarni.




B ARIE S

J-KETENTUAN UNTUK PARA PEP;ULKAI
e dgﬁUNG DPERTEMUAN

Pasai 1500

o o 2 .tu
2 emakai Gedung Pertemuan, yai Yang mep,
e i:;’i‘eguan memirut ketentuan Pasal 2 gjp Pasail“% :
equil = e RO T ne -t tl P € - <
fu.ran Daerzh ini, diwajibkan mentaa L Peraturap Duerah \

Pagal 11

Setiap pemzkai gedw?_g pertemuan, Sel?‘l?’?@t"lambat
tiga hari sebelumnya mengajukan pergohon?n 1Jln-§ecmm
ltuli_s kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat il BQHJarne
Cq. Kepala Dinas Pekerjazn Umum,

iPasai 12

Para pemakai gedung pertemian, bertang@ng Jawab
ngenal kebersihan, kerusakan-kerusakan yang dlakibatkanga,

L

da wakiu pemakaian, dan menjaga ketertiban dalam p

o)
iy

&

enggury
nya.e
RS ASE ST
PENGAVASAN DAN SANKST
Pasal 13

Diserahkan kewajiban untuk mengawasi Peraturan Daer
ini, juga Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Inspetd
torat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IT Banjarnegara,

Pasal 14

Pelanggaran atas Peraturan Daeran ini, diancem i
Kurung selama—lamanya 5 (( tiga ) bulan atau denda seting
‘ingginya Rp, 50.000,- ( 1lima puluh rihy Tupiah ),
Pasal 15
: Selain Pejabat Pe
tindak pidana, Penyidikan atas t
z.ak‘sud.dalam “eraturan Dzeran ini, dap
“efavail Negerj Sipil diling
ngnn:;kato_.nny:{ clite‘tan]:an -
Yang berlaku. 2

nyidik Ummnm yang bertugas menyidik‘
indak pidana sebagaimana El;
at juga dilakukan old
“Ungan Pemerintal Daerah yang pé&
Sesuai dengan beraturan pe:c'undans"‘wS
|

2AB, VII ..o
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BAB VIL
KEHEEﬁmﬂﬁfKEUﬂNTUAN IATN
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dzerah -
ini, pengaturannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupa-
ti Kepala Daerah, sepanjang mengenal pelaksanaannya,

Pasal 17

.Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama se -
telah diundangkan. :

Agar supaya setiap orang dapat mengetabuinya, memerintah -
kan pengundzngan Peraturan Daerah uini dengan penempatan -
‘nya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ban-
+:;jarnegara.

Banjarnegara, 18 Okt. 1985

DEVAN PERWAKILAN RAKYAT DAE- BUPATI KEPALA DAERAR TINGKAT IT

RAE FAEUPATEN DATRAH TINGKAT BANJARNEGARA
TT BANJARIEGARG
KETTU A
e ) ttd
SUGENG  SUPAYA Drs H.WINARNA SURYA ADISUBRATA

Disahkan dengen Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.
T Jawa Tengah tangmal 17 Pebruari 1986 No. 188.3/58/1986,

Sekretaris Vilayah/Daersh
B/Kepala Biro Hukum. =

ttd
WALUYO, SH
NIP. 010119835.

Diundangkan dalam Lembaran Daerab Fatupaten Daerah Tingtat

II Banjarnegara Nomor 8 Tanggal 27 Maret 1986 Seri C No. 2
Tahun 1986 o

Sekrctaris Wilayah/Daerah
: ttd
Drs.WIDON) PCEDJCSCE ARTENO.
IP. 500 033 727,

e —— s T
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PrAJELASAI
T A e z R
e MONCR ¢ 4 TAHUN 1985 y

 TENTANG
AT DAY PENGURUSAN GEDUNG PERTEMyay

P DAY ATAU YANG DIKUASAT OLm
A mERINTAH DAERAH.

e PENJELASAT URUM
1, Dasar Pemikiran. _

Gedung Pertemuan milik dan atau yang dikuagaj o
merintah Daerah tujuan viame pembangunannya g, 4

dipergunakan oleh masyarakat untuk kepenting, aEPm;

e,

dapat juga dipergunakan oleh Pemerintah untyy .
tingan dinas. o i

Untuk menjagz kelestariannya, ketertiban dapg Dibak
pemakai dan Pendapatan Daerah, perlu diatur dengy
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penggunaay &
pengurusan gedung pertemuan tersebut,

2. Dasar Hulum,

2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah Undangy
dang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,

b. Undanz-undang Nomor 13 Tahun 1950 adalah Undangz
dang tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dala '
lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peratura
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 adalah Peraturan
tentang Penetapan mulai berlalkunya Undang-undan
Homor 13 Tahun 1950,

II. PENJELASAN PASAT DEMI PASAT.
~ Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti dari berbagai
istilah yang dipergunakan dalam Peratwra
Deerah ini, dimaksudkan agar tercapal atr

4 nya kesamaan pengertian sehingge dapet &
I hindarkan terjadinys kesalah pahaman didﬁ"

didalaﬁl.'nm'i

—___d
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lam nmennfoivkannyae
Pasal 2 5/d pasal 14 ¢ cukup jelas.

Pasal 15 : Yenc dimeksud dalam pasal ini, adalah bah
wa apabila terjadi pelanggaran tindak pida
na yang memerlukan penyidikan atas tindak
pidana dimaksud, maka selain Pejabat Penyl
dikrUmum, kepada Penyidik Pegawai Negeri

: Sipil, dapat pula melaksanzkan penyidikan
dimzksud, sepanjang diperlukan f Suxat -
Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Agustus
1985 Nomor 182/9233/SJ tentang Penyidik Pe
gawai Hegeri Sipil )o.

Pasal 16 dan pasal 17 : cukup jelas. ..




